PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomeor SOP 551.7/249 /LALIN AKT-LK/2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi —

| Tanggal Efektif
Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
daerah Provinsi dan P intahan d h Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7€ tahun 2013 tentang Jaringan Jaian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2013 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486);

4. Peraturan Menteri Pethubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang ped Pelal Kegi Manaj
Rekayasa Lalu Lintas

§, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2021 tent g Sistern Manaj 1 Transportasi Cerdas di Bidang
Lalu Lintas dan Anglutan Jalan

(Lemb Daerah Kat

paten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Keterkaitan

Peralatan!perlengkapen

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan

1. Komputer dan Kelengkapannya

2. Stempel Dinas Perhubungan

3. Persyaratan Administrasi sesuai Ketentuan yang berlaku
4. Kelengkapan Survey

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerjg SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas




/

};_."' I. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsl serta Kegiatan yang berhubungan :

I
2 | SUB FUNGSI URAIAN TUGAS OUTPUT ASPEK JUDUL SOP KET
Pl Melaksanakan Survey Lalu Lintas Harian  |Laporan Operasional Survey Lalu Lintas Harian
[ Rata-rata Rata-rata

‘!;I

Il. IDENTIFIKASI LANGKAH

| 1|Nama SOP . |Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata
2 |Jenis Kegiatan . |Survey
3 |Penanggung
a. Produk . |Kepala Dinas Perhubungan
b. Kegiatan . |Kepala Seksi Lalu Lintas
4 |Ruang lingkup . |Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota
Langkah Awal 1. |Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan kepada Kepala Seksi Lalu Lintas untuk

melaksanakan kegiatan Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata di wilayah kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

Langkah Utama -] 1. |Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melakukan

2. |Kepala Seksi Lalu Lintas menunjuk beberapa orang staf yang akan bertugas sebagai surveyor dan
membuat Surat Perintah Tugas

3. |Kepala SeksiLalu Lintas beserta staf melaksanakan briefing bersama dengan tenaga Surveyor,
menjelaskan mengenai tahapan dan metode Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata

4. |Tim Surveyor melaksanakan kegiatan survey berdasarkan Surat Perintah yang sudah dibuat

5. |Melakukan rekapan hasil kegiatan Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata

6. (Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Harian Rata - Rata dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Lalu Lintas

7. |Kepala Seksi Lalu Lintas menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dan
Angkutan




menjelaskan tahapan dan metode survey

dan metode pelaksanaan survey

Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 5
Instruksi Kabid Lalu Lintas dan Angkutan kepada Seksi Arahan dan petunjuk lisan
Lalu Lintas untuk melaksanakan Survey Lalu Lintas 30 menit tentang gambaran awal
Harian Rata - Rata |pelaksanaan kegiatan
Kepala Seksi Lalu Lintas menunjuk berberapa orang Staf
sebagai patugas Surveyor 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)
Kepala seksi Lalu Lintas melakukan briefing dan 2 jam LPern-sthaman mengenai tahapan

Tim Surveyor melaksanakan kegiatan Survey Lalu Lintas
Harian Rata - Rata

Sesuai Jadwal

Identifikasi Lalu Lintas Harian
Rata - Rata yang dibutuhkan

Laporan Hasil Kegiatan Survey Lalu Lintas Harian Rata -
Rata

1 Hari

Dokumen Laporan kegiatan yang

sudah di tanda tangani




N

Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas Kepala Kepala Staf Kelen
gkapan Waktu
Bidang | Seksi P Output Ket
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mem erintahkan Arahan dan petunjuk
1 |Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melakukan Survey Lalu Lintas .—’* lisan tentang 30 Menit  |Gambaran awal kegiatan

Harian Rata - Rata

pelaksanaan kegiatan

Kepala Seksi Lalu Lintas menunjuk beberapa orang staf yang

Surat Perintah Tugas

Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

survey

2 |akan bertugas sebagai surveyor dan membuat Surat Perintah (SPT) 15 menit |Surat Perintah Tugas (SPT)
Tugas
B . instruksi
Kepala Seksi Lalu Lintas beserta staf melaksanakan briefing Pengarahan dan instruksi| Pemahaman mengenai
3 |bersama dengan tenaga surveyor, menjelaskan mengenai mengenai tahapan dan 2 jam tahapan dan metode
tahapan dan metode Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata metode survey pelaksanaan survey
\
) - Petugas Surveyor dan . |Terlaksananya kegiatan
4 ;E:t:r:eiar ";ﬁ‘j:ﬁ’.‘j::{‘ kegiatan survey berdasarkan Surat Alat penunjang kegiatan f:;:g: Survey Lalu Lintas Harian
yang ! Survey Rata - Rata
5 Melakukan rekapan hasil kegiatan Survey Lalu Lintas Harian Data Hasil Survey Lalu 1 iam Rekapan hasil Survey Lalu
Rata - Rata Lintas Harian Rata - Rata J Lintas Harian Rata - Rata
Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Survey Lalu
6 |Lintas Harian Rata - Rata dan menyampaikan kepada Kepala -< Format laporan 1 jam Hasil pelaksanaan kegiatan
Seksi Lalu Lintas
\ ; Laporan yang telah
; : S Laporan Hasil : A :
Kepala seksi lalu lintas menyampaikan laporan tersebut kepada é ) ~ dita naani oleh Kabid
7 4 p B pekasanaan kegiatan 30 menit | ndstiang

Lalin dan Angkutan dan Kasi
Lalu Lintas.

\'l Dr'qli“rJU! - '
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor SOP

551.7/ 21} /LALIN AKT-LK/2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN

| PERHUBUNCG A,

‘.\\\/' 1
-
\'\‘- Zr><_NIP. 196 0003 1 006

Judul SOP

PATROLLDAN PENGAWALAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas:

. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

O R WwWN =

1. Mampu mengendarai kendaraan roda empat dan roda dua

2. Mempu mengatur dan mengamankan Lalu Lintas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan

2. Handy Talkie
3. Sempritan

4. Senter

5. Mantel Hujan

1. Kendaraan Roda 4/ Mobil Patwal

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas




(. identifikas! SOP berdasarkan Tugas dan Fungsli serta Keglatan yang berhubungan :

SUB FUNGSI/ URAIAN TUGAS OUTPUT

JUDUL SOP

Melaksanakan Patroll dan Pengawalan Laporan Keglatan

PATROLI DAN PENGAWALAN

1. IDENTIFIKAS| LANGKAH

1. [Nama SOP . |Patroli Pengawalan -
7 [Jenis Kegiatan Rutin
3 |Penanggung jawab
a. Produk Kepala Dinas
b Kegiatan . |Kepala Seksi Lalu Lintas
4 |Ruang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota

Langkah Awal

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Kepala Seksi Lalu Lintas untuk mela kganakan Patroli
Pengamanan BupatiWakil Bupati agar tercipta kondisi yang aman, tertib dan lancar selama perjalanan
BupatiWakil Bupati serta Tamu Penting Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Langkah Utama

Kepala Seksi Lalu Lintas melaksanakan Patroli Pengawalan, dengan sebelumnya memberikan arahan dan
petunjuk teknis tentang kegiatan yang dimaksud, dan menentukan nama — nama Pegawai Negen Sipil atau
Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyidik Pegawal Negerl Sipll (PPNS) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) serta
Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk melaksanakan tugas Patroli Pengawalan BupatiWakil Bupati yang
nantinya akan dituangkan didalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani cleh Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota. PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk harus
memiliki kualifikasi sebagai berikut :

. Bagi Driver yang ditunjuk harus menguasai kendaraan roda 2 (dua) atau Kendaraan roda 4 (empat)

. Bagl PNS/ASN PHL yang ditunjuk harus menguasai prosedur pengawalan

- Bagi PNS/ASN PHL harus menguasai keadaan yang ada dilapangan
Bagi PHL yang ditunjuk, telah lama bertugas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, dan memahami tugasj
pokok dan fungsinya berdasarkan perjanjian kontrak kerjanya.
. PNS diBidang Lalu Lintas dan Angkutan lainnya yang cakap untuk itu.
- Cakap dan memahami pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang — undangan yang berlaku

khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Personil PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas
(SPT), Langsung menuju ke tempat yang telah ditugas Patroli Pengawalan berdasarkan waktu dan
tempat/lokasi yang telah ditentukan berdasarkan SPT.

Petugas berada di lokasi strategis pengawasan, sehingga dapat memantau keadaan disekitar lokasi
pelaksanaan tugas.

Selama melaksanakan tugas, Personil yang telah ditunjuk, wajib menjalankan tugas dibawah petunjuk dan
arahan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Kepala Seksi Lalu Lintas, melaporkan perkembangan
kegiatan yang sedang berlangsung, serta berkoordinasi dengan baik, dengan instansi terkait diluar Dinas
Perhubungan, antara lain : Kepolisian, TNI, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya yang terilibat

PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk berdasarkan SPT harus membuat laporan
setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format laporan yang sudah tersedia.

Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh personil PNS dan PHL selama waktu melaksanakan
tugas berdasarkan SPT, maka Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota bertindak selaku
penanggung jawab.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melalui Kepala Seksi Lalu Lintas membuat laporan tentang hasil
pelaksanaan Patroli Pengawalan secara berkala kepada Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Lima Puluh
Kota.

- e X |



Kelengkapan

Waktu

Output

4o 2

Keterangan

3

4

geluruh anggota regu stand by di Kantor Dinas Perhubungan

Selama keglatan nenuaIJ

Anggota regu siap menerima tugas

melakukan pengawalan dari Rumah Dinas Bupati ke tempat
tujuan

Lima Puluh Kota sesuai jadwal piket yang telah ditentukan jadwal

Instruksi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk Arahan dan petunjuk lisan tentang

melaksanakan Pengawalan BupatiWakil Bupati 18 menit gambaran awal pelaksanaan
|keglatan

Penugasan pengawalan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas

kepada Komandan regu 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

Komandan Regu menyiapkan regunya sebanyak 2 (dua)

orang dan memerintahkan driver untuk mempersiapkan 10 menit Kelengkapan personil

kendaraan.

Driver melapor kepada Komandan Regu tentang kesiapan

S — 5 menit Kendaraan siap digunakan

Komandan Regu naik ke kendaraan, memerintahkan Driver .

untuk menjalankan kendaraan menuju Rumah Dinas 15 menit Regu sampali di Ru.m ah Oinas

BupatiWaki Bupati Bupati/Wakil Bupati

Tiba di Rumah Dinas Bupati/\Wakil Bupati :

Komandan regu menuju ajudan menyampaikan laporan siap —— Regu siap melaksanakan

pengawalan Bupati/Wakil Bupati

Pelaksanaan pengawalan dan selama perjalanan lampu
dinyalakan

Selama kegiatan

Keamanan, ketertiban dan
kelancaran perjalanan

Tiba di tujuan :
- Sebelum berhenti diberikan tandalisyarat pelan;
- Berhenti dan parkir di tempat yang aman;

~ Anggota regu turun dan menyebar melakukan pengawalan

Selama kegiatan

Keamanan, ketertiban dan
kelancaran perjalanan

Selesai acara akan kembali ke Rumah Dinas Bupati/VVakil

Bupati :

- Kendaraan dan anggota regu telah siap;

- Komandan regu memberikan laporan kepada ajudan
bahwa siap dilaksanakan pengawalan yang sama pada
saat perjalanan menuju Rumah Dinas Bupati

Selama kegiatan

Regu siap melaksanakan
pengawalan Bupati/Wakil Bupati

Tiba di Rumah Dinas Bupati/MWakil Bupati :
- Setelah kendaraan berhent, seluruh anggota regu turun,

Regu sampai di Rumah Dinas

komandan regu memberikan laporan kepada ajudan ROt Bupati/Wakil Bupati

bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan
Pengawalan telah selesai kemudian seluruh anggota regu Anggota regu kembali ke Kantor
naik ke kendaraan menuju kantor Dinas Perhubungan Lima 15 menit Dinas Perhubungan Lima Puluh
Puluh Kota Kota

: i Laporan tertulis sesuai format yang
Komandan regu membuat laporan tertulis 1 hari disediakan
Lembar laporan dikumpulkan untuk direkap 10 menit Rekap laporan petugas
: Dokumen laporan kegiatan yan

Laporan kegiatan menyeluruh 1 jam : y s

sudah ditanda tangani.




Pelaksanaan Mutu Baku
No |Aktivitas Kepala Kepala | Komandan
Kelengkapan Waktu Output Ket
Bidang | Seks| Regu Driver | Navigetor usap ?
j Selama "

Seluruh anggota regu stand by di Kantor Dinas Perhubungan Lima - Arahan dan petunjuk fisan iat Anggota regu siap menerma

1 |puluh Kota sesuai jadwal piket telah ditentukan lentang pelaksanaan kegiatan e
u ja piket yang telah ditentu kegiatan sesuai jadwal
. . ; ] Arahan dan petunjuk fisan

2 Instruksi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk __ Surat Perintah Tugas 15menit  |tentang gambaran awal

melaksanakan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati (SPT) pelaksanaan kegiatan

; 2 Handy Talkie, Sempritan,

3 Pemgadsan pengawalan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas kepada » Senter lalu fintas dan 30 menit  |Surat Perintah Tugas (SPT)

Komandan regu Mantel Huian

4 Koman_dan Regu rpenriapkan regunya sebanyak 2 (dua) crang dan ) Format laporan 10 menit  [Kelengkapan personil
memerintahkan driver untuk mempersiapkan kendaraan.
5 Driver melapor kepada Komandan Regu tentang kesiapan —r__ Rekap laporan petugas 5 menit Kendaraan siap digunakan
kendaraan
Dokumen laporan kegiatan i <
5 Komandan Regu naik ke kendaraan, memenntahkan Driver untuk yang sudah ’:litan d:g 15 menit Regu sampai di Rulmah Dinas
menjalankan kendaraan menuju Rumah Dinas Bupati/Waki Bupati Kangass: BupatiWakil Bupati
Tiba di Rumah Dinas Bupati:‘W_aki Bupati : ) g Regu siap melaksanakan
7| - Komandan regu menuju ajudan menyampaikan laporan siap Informasi dari Ajudan 15ment |pengawalan BupatiWaki
melakukan pengawalan dari Rumah Dinas Bupati ke tempat Bupati/ Wakil Bupati Bupat
tujuan — _ ;
. 5 Handy Talkie, Sempritan, Selama Keamanan, ketertiban dan
8 |Pelaksanaan pengawalan dan selama perjalanan lampu dinyalakan Senter Ialu! lintas, dan kegiatan |kelancaran perjalanan
Mantel Hujan
Tiba di tujuan : " .
- Sebelum berhenti diberikan tandafisyarat pelan; 222{1‘: E‘L“;‘:&a:’zgn’”"- Selama  |Keamanan, ketertiban dan
- Berhenti dan pariar di tempat yang aman; Mantel Hujan ' kegiatan  |kelancaran perjalanan
- Anggota regu turun dan menyebar melakukan pengawalan
[ Selesa acara akan kembali ke Rumah Dinas BupatiWakil Bupati :
. Kendaraan dan anggota regu telah siap; Handy Talkie, Sempritan, Seliina Regu siap melaksanakan

10| - Komandan regu memberikan laporan kepada ajudan bahwa Senter lalu fintas, dan Kegiatan pengawalan BupatiWakil
siap dilsksanakan pengawalan yang sama pada saat Mantel Hujan g Bupati
peralanan menuju Rumah Dinas Bupati

Tiba di Rumah Dinas Bupati/Waki Bupat :

11 Setelah kendaraan berhenti, seluruh anggota regu turun, |Informasi dari Ajudan 30 menit Regu sampai di Rumah Dinas
komandan regu memberikan laporan kepada ajudan bahwa Bupati/ Wakil Bupati m Bupati/Wakil Bupati
pengawalan telah selesai dilaksanakan

12 Pengawalan telah selesai kemudian seluruh anggota regu naik ke Hasil pelaksanaan is ) Anggota regy kembali ke

kendaraan menuju kantor Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota kegiatan menit f_a”“'-‘; Dinas Perhubungan
ima UIQ“ EQ]B

13 |[Komandan regu membuat Bporan tertulis Format laporan 1 hari l;:::r;:et:;iﬁ:nsesual fomat

14|Lembar laporan dikumpulkan untuk direkap Rekap laporan petugas 10 menit |Rekap laporan petugas

| Dokumen laporan kegiatan )
15 |Laporan kegiatan menyeluruh yang sudah ditanda 1.jam Qg‘lzt_g_men lap;r:n :I:g:t::i
i A< i s

Al
/45* g —-—
=/ KABUPATEN LI KOTA
@ : 5
a( DINAS /A‘iz
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DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasional Prosedur ( SOP )
Angkutan Perintis Gratis

Nomor SOP 551/ XS/ LAUNJj2023
Tgl Pembuatan
Tgl Revis|
Tgl Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SIS g
DINAS PERHUBUNGAN Uy L
e S
Nama SOP WPENNT]S GRATIS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelal
1. Undang - Undang Nemor 22 Tahun 2008 Tentang Laly Lintas dan Angkutan Jalan
1 Dapat mengendarai kendaraan bus dan mengetahui tentang mesin
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 2. Mampu mengeperasikan komputer
3. Keputusan Mentri Perhubungan Nemer 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas
4, Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomer 16 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (s0pP)
|Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 ATK
2 Formulir evaluasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1 SOP tidak dilaksanakan mengakibatkan menurunnya jumiah penumpang

1. Formulir jumilah Penumpang




/

/

/ —
I. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan fungsi serta kegiatan yang berhubungan :
e
SUB FUNGSI
JUDUL SOP
/ URAIAN TUGAS ouTPur | ASPEK | T
Pelayanan Angkutan Perintis | Pelayanan Pelayanan Melaksanankan . Pela-yanan
Gratis Angkutan Perintis Angkutan Perintis Gratis
Gratis '///—J

Il. Identifikasi Langkah

1. | Nama SOP Pelayanan Angkutan Perintis Gratis
2. | Jenis Kegiatan Rutin
3. | Penangung _jawab
a. Produk Kepala Dinas
b. Kegiatan Kepala Seksi Angkutan
4. | Ruang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota ﬁ

nuju

ari titik keberangkatan awal pada pukul 08:00 WIB me

(Langkah Awal - | Bus akan berangkat d
dan akan berhenti di setiap titik lokasi

RSUD dr. Achmad Darwis Suliki
pemberhentian untuk menaikkan penumpang.
GI"Bkah Utama - | 1. | Masyarakat yang akan menggunakan layanan
harus menunggu di setiap lokasi pemberhentian
sepanjang rute yang telah ditetapkan.

2. | Bus berhenti disetiap lokasi pemberhentian sesuai

yang telah ditentukan.
3. | Setelah sampai ke RSUD dr. Achmad Darwis Suliki, Penumpang dipersilahkan

angkutan perintis gratis ini
Bus yang telah disediakan di

dengan jadwal kedatangan

turun dari Bus.
4. | Bus Layanan akan parkir di RSUD dr. Achmad Darwis hingga pukul 14:00 WIB.

5. | Masyarakat yang sudah selesai berobat/menyelesaikan urusanya di RSUD dr.

Achmad Darwis dan hendak pulang dengan menggunakan Bus dipersilahkan

untuk menunggu di dalam/luar bus.

6. | Bus berangkat dari RSUD dr. Achmad Darwis pada pukul 14:00 WIB menuju

titik awal keberangkatan dan akan berhenti di setiap titik lokasi

pemberhentian untuk menurunkan penumpang. J




Judul SOP: Angkutan Perintis Gratis

NO

PELAKSANA

URAIAN PROSEDUR

2

MUTU BAKU

Supir

Penumpang

Fungsuonal
Umum/FU

an

Persyaratan
/Perlengkap

Waktu

Output

Keterangan

Supir mengoperasikan bus angkutan perintis gratis, kemudian

5

8

10

11

berhenti di setiap titik lokasi pemberhentian guna mengangkut|

penumpang dan mengantarkanya sampai ke RSUD dengan
selamat.

Setelah sampai di RSUD Supir akan memarkirkan kendaraanya,

1-2jam

mencatat jumlah penumpang pada formulir evalusi kinerja
pelayanan dan beristirahat. Setelah orang-orang selesai berobat,
bagi yang ingin menggunakan bus angkutan perintis gratis dapat
langsung naik Bus yang terparkir di RSUD, Supir akan mencatat|
jumlah penumpang lalu Bus akan meninggalkan RSUD kembali
menuju titik awal keberangkatan dan berhenti di setiap lokasi
pemberhentian untuk menurunkan tiap-tiap penumpang

Setiap hari akhir pelayanan angkutan perintis gratis, Supir akan

4-5jam

menyerahkan formulir pengisian evaluasi kinerja pelayanan

angkutan gratis kepada staf di bidang angkutan, untuk kemudian
diproses

Formulir
= evaluasi

1 menit

Laporan hasil
evaluasi jumlah
penumpang

2023
HUBUNGAN
PULUH KOTA

.

0606 200003 1 006



LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

:KEPUTUSAN
: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LiMA PULUH KOTA

: PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS GRATIS

NO

KOMPONEN

1.

Persyaratan

E—

Prosedur

—

URAIAN
Penumpang yang dilayani oleh Angkutan Perintis Gratis ini adalah :
1. Pasien Rujukan dari Puskesmas;
2. Masyarakat yang berobat/kontrol ke/dari RSUD dr. Achmad Darwis;
> tidak ada batasan umur / didampingi
> tidak sedang dalam keadaan sakit parah/kritis
> masih dapat berjalan / didampingi
> Masyarakat yang menumpang rute trayek tersebut

3. Pegawai RSUD dr. Achmad darwis Suliki/Puskesmas ( dikhususkan untuk yang
tempat tinggal jauh dan tidak memiliki kendaraan umum)

Titik awal
keberangkatan

Lokasi

Pemberhentian ks

Lokasi
Pemberhentian

titik awal
keberangkatan

Titik akhir

Parkir
kedatangan

PROSEDUR PELAYANAN

Bus akan berangkat dari titik keberangkatan awal pada pukul 08:00 WIB menuju RSUD
dr. Achmad Darwis Suliki dan akan berhenti di setiap titik lokasi pemberhentian untuk
menaikkan penumpang;

Masyarakat yang akan menggunakan layanan angkutan perintis gratis ini harus
menunggu di setiap lokasi pemberhentian Bus yang telah disediakan di sepanjang rute
yang telah ditetapkan;

Bus berhenti disetiap lokasi pemberhentian sesuai d
telah ditentukan;

Setelah Bus datang, Masyarakat dipersilahkan untuk naik ke dalam Bus dan diantar
sampai ke RSUD dr. Achmad Darwis Suliki;

Setelah sampai ke RSUD dr. Achmad Darwis Suliki, Penumpang dipersilahkan turun
dari Bus;

Bus Layanan akan parkir di RSUD dr. Achmad Darwis hingga pukul 14:00 WIB;
Masyarakat yang sudah selesai berobat/menyelesaikan urusanya di RSUD dr. Achmad

Darwis dan hendak pulang dengan menggunakan Bus dipersilahkan untuk menunggu
di dalam/luar bus;

gan jadwal kedat yang

Bus berangkat dari RSUD dr. Achmad Darwis pada pukul 14:00 WIB menuju titik awal

keberangkatan dan akan berhenti di setiap titik lokasi pemberhentian untuk
menurunkan penump

Waktu Pelayanan

Hari  :Senin, Selasa, Rabu dan Kamis

Waktu :08:00 - 14:00 WIB (sekali perjalanan pulang pergi)

Biaya / Tarif

Tidak ada tarif yang dibebankan

Produk

Mengakomodasi permintaan masyarakat pada jalur yang belum terlayani angkutan

umum, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ke dan
dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Achmad Darwis Suliki

Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan -

alasan yang jelas, serta melaui telepon/sms layanan pengaduan

i '[iq_t?ﬁpkqp di Tanjung Pati

" pada K@ 2023
- Jina hubungan
-
3 DA Puluh Kota
-,u\;{tﬁ S
-
M. AWUAYA, SH

e 475
W ,‘; —— :
4 P Uik 19650606 200003 1006



DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasi Prosedur (SOP)
Pelayanan Pemberian Rekomendasi [zin Trayek AKAP dan AKDP

Nomor SOP 5517/ 34 /LALIN/1j2023
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif - =
Disahkan oleh KBP&WﬁMS‘ RERJUBUNGAN
MyFULUH KOTA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA L -
o
—_— *
DINAS PERHUBUNGAN \\\( ) T P
Ar MNIB-A9G986D6200003 1 006
PELAYANAN@@WKOMEND&SI IZIN TRAYEK AKAP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang - Undang Nomer 22 Tahun 2008 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, 1. Menguasai Keterampilan Komputer
2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,
3. Keputusan Menteri Perhubungan Momor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Mentri Pehub igan Republik Ind Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
S. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ped Peny Standar Op ional P dur { SOP )
Keterkaitan
Peralatan/perlengkapan
Peringatan Komputer dan Kelengkapannya
Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas Stempel Dinas Perhubungan
Persyaratan Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
Pencatatan dan pendataan
6 | Kepala Seksi Angkutan melaporkan kepada Bidang Angkutan bahwa
permohonan telah diproses.
7 | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memberikan petunjuk dan
arahan kepada Kepala Seksi Angkutan antara lain -
a. Apabila permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan = S e el
Il e e L T




Ident; i
entifikasj gop berdasarkan Tugas dan fun

gsi serta kegiatan yang berhubungan :

SUB FUNGS] [ —
— Rum TUGAS OUT PUT ASPEK JUDUL Sop 7
rian i T
Trayek AKAPEI;TA?SSSI [zin Rekomendasi  [zin Rekomendasi Melaksanakan Pemberian
Trayek AKAP dan Rekomendasi Izin Trayek
AKDP AKAP dan AKDP
\E\I

IL Identifikasij Langkah
(1. ] Nama Kegiatan
2]

Jenis Kegiatan

| [aProduk :KepalaDinas —~—— ———

___i‘(‘?gi__itﬂ__H : Kepala Seksi Angkutan

| 4 | _[iifl_n_g_lin_g_liui____ : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota |

W ¢ | Pemohon menyiapkan permohonan pemberian Izin Trayek kepada Bupati |
Lima Puluh Kota melalui SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Lima Puluh Kota dengan melengkapi segala persyaratan

. Eministrasi menurut ketentuan dan perundang - undangan.
Langkah Utama 1

: Pemberian Rekomendasi Izin Trayek AKAP dan AKDP
"______—————____________
: Rutin
————2=_ "  |ixu e e
Penangung jawab
—— 5" "5 jawab |

SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mengirimkan berkas dan Surat permohonan untuk Rekomendasi dari
Pemohon ke Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sekretaris mendisposisikan Surat permohonan dari yang masuk Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dilanjutkan
kepada Kepala Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota.

Kepala Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota mendisposisikan Surat
Permohonan tersebut kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
untuk ditindak lanjuti.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memberikan disposisi kepada
Kepala Seksi Angkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Kepala Seksi Angkutan melakukan penelitian, survey, mentelaah dan

menganalisa permohonan dari pemohon tersebut.

Kepala Seksi Angkutan melaporkan kepada Bidang Angkutan bahwa
permohonan telah diproses.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memberikan petunjuk dan

arahan kepada Kepala Seksi Angkutan antara lain -

a. Apabila permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
untuk pembuatan Rekomendasi perizinan trayek yang diminta maka
dibuatlah surat Rekomendasi Izin Trayek yang diparaf oleh Kepala
Bidang Angkutan, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan,
distempel dan dikirim ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b.Apabila  permohonan yang bersangkutan belum memenuhi
persyaratan dan jalur izin Trayek yang diminta sudah penuh, maka
permohonan izin trayek dimaksud tidak dapat tindaklanjuti atau
penolakan dan selanjutnya berkas permohonan dikembalikan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

=]




III. Muty Baky

I .

Dinas Penanaman

Modal dan
Pelayanan Terpadu  Sapy Pintu
mengirimkan  berkas dan  Syrat
permohonan

Kepala Seksj Angkutan melakukan

penelitian, Survey, mentelaah dan
menganalisa

permohonan  darj
pemohon tersebut.
Rekomendasi  Izin trayek yang
diminta telah memenuhi persyaratan
kemudian dibuatkan surat

Rekomendasi Izin Trayek

-_--_'_'_'————_______
Waktu

(@)

5 menit

20 menit

14 hari

Output Keterangan
-_H________——____________________________

(3)

SKPD Dinag Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Saty
Pintu mengirimkan berkas dan
Surat permohonan

Sekretaris, Kepala Dinas, dan

Kepala Bidang Mendisiposisikan
Surat untuk di tindak lanjuti
oleh Kepala Seksi Angkutan

Kepala Seksi Angkutan
melaporkan  kepada Bidang
Angkutan bahwa permohonan
telah diproses.

€]
Jika tidak
lengkap
dikembalikan
kepada
Pemohon untuk
segera

dilengkapi.

Jika tidak lengkap
dikembalikan
kepada
Fungsional

Umum
b o

5 menit

Rekomendasi Izin trayekdiparaf
oleh Kepala Bidang Angkutan,
ditandatangani  oleh Kepala
Dinas Perhubungan, distempel
dan dikirim ditujukan kepada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

alur izin Trayek—
diminta sudah
penuh,  maka
permohonan
izin trayek
dimaksud tidak
dapat
tindaklanjuti




Judul Kegiatan :Rekomendasi Izin Angkutan Perkotaan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas abid
Dinas Kasi 5 Sekretari | Kepala K
t
PM-PTSP Angkutan Ahaglll::ttg;n s Dinas Relngbopan || Wakin Output ¢
1 | Dinas Penanaman. Modal dan Pelayanan Persaratan | 5 Menit Disposisi
Terpadu Satu Pintu mengirimkan  Surat Administrasi
Permohonan Rekomendasi beserta kelengkapan D
Berkas dari  pemohon kepada Dinas
Perhubungan.
2 | Surat Diterima Kepala Dinas dan Persaratan 5 Menit Disposisi
mendisposisikan  Surat permohonan yang Administrasi
masuk untuk dilanjutkan kepada Sekertaris
Perhubungan Lima Puluh Kota.
3 | Sekertaris Perhubungan Lima Puluh Kota Persaratan 5 Menit Disposisi
mendisposisikan Surat Permohonan tersebut :l Administrasi
kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan untuk ditindak lanjuti.
4 | Kepala Bidang Lalu Lintas dan  Angkutan v Persaratan 5 Menit Disposisi
memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Administrasi
Angkutan untuk  diproses sesuai dengan — ‘ |
ketentuan yang berlaku. l
5 | Kepala Seksi Angkutan melakukan penelitian, % Persaratan 14 hari | e Hasil Survey
survey, mentelaah dan menganalisa Administrasi ¢ Data
permohonana dari pemohon tersebut. 3 kelengkapan
kendaraan




mKepaia Seksi Angkutan melaporkan kepada

Persaratan | 5 Menit Draf
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan bahwa Administrasi Rekomendasi
permohonan telah diproses,
Y

7 | Kepala Bidang memeriksa berkas, apabila ‘ Persaratan 15 Draf
lengkap ditandatangani, bila kurang L Administrasi | Menit | Rekomendasi
dikembalikan ke kepala Seksi

8 | Kepala Seksi memeriksa dan menyerahkan ke Rekomendasi | 5Menit | Rekomendasi
Staf FU untuk dibuatkan Rekomendasi <

9 | Surat Rekomendasi dikirim kembali ke Dinas Rekomendasi Rekomendasi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Yang
Pintu.

ditandatangani




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA p

INAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR
Tentang  : PELAYANAN PEMB
ERIAN REKOMENDASIANGKUTAN
NO PERKOTAAN
KOMPONEN —
. ey .
L. |Persyaratan Pelayanan T URAIAN
-|9¥yarat - Sya

masing_m"’;s:;tperlenﬂkapan Administrasi yang diperlukan untuk pemohon baru :

{8 g 1 (satu) rangkap

2. Ku rat Permohonan Rekomendasi dari Perizinan Terpadu (BPPT))

) . Kelengkapan Berkas pemohon
' IS}'arat - Syarat Perlengkapan untuk permohonan perpanjangan atas izin yang
ama: masing-masing 1 (satu) rangkap

;12- f{l;at Permohonan Rekomendasi dari Perizinan Terpadu (BPPT))

. Kelengkapan Berkas pemoho
2. Sistem , Mekanisme dan Prosedur g L

permohonon f—>|  Dishub |3 Sekretaris | o yadishub Kﬁ:k‘:::&
Kasl Angkutan
7 - Kabid Lalln &

Kepala Dinas (€] sngkutan

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
1, | Pemohon menyiapkan permohonan Rekomendasi ke Dinas Perhubungan Lima

Puluh Kota dengan melengkapi segala persyaratan administrasi menurut ketentuan

dan perundang - undangan.

2. |Sekretaris mendisposisikan Surat permohonan yang masuk untuk dilanjutkan
kepada Kepala Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota.

3. |Kepala Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota mendisposisikan Surat Permohonan
tersebut kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk ditindak lanjuti.

4.|Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memberikan disposisi kepada Kasi

Angkutan Orang untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.|Kasi Angkutan melakukan penelitian, mentelaah dan menganalisa permohonan
dari pemohon tersebut.

6. | Kasi Angkutan melaporkan kepada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan bahwa
permohonan memenuhi Persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

7.|Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memberikan petunjuk dan arahan kepada

Kasi Angkutan antara lain :

a. Apabila permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
rekomendasi dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan , maka
untuk proses selanjutnya akan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan
Lima Puluh Kota.

b. Apabila permchonan yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan untuk
diberikan rekomendasi layak/tidak layak , maka permohonan tersebut tidak
dapat tindaklanjuti atau penolakan dan selanjutnya berkas permohonan
dikembalikan kepada yang bersangkutan.

3. Jangka Waktu Penyelesaian : [14 ( Empat belas harl kerja ) secara tertulis kepada pemohon.
4. Biaya / Tarif : [Tanpa dipungut biaya.
5. Produk Pelayanan . |- Rekomendasi Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan
6. Penanganan pengaduan saran 1. | Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan -
alasan yang jelas, melalui kotak pengaduan yang tersedia.
2. |Keberatan harus diajukan dalam Jangka paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal
Kartu Retribusl diterbitkan.
3, |Kotak Saran




/

Identi ;
fikasi SOp berdasarkan Tugas dan Fungsi serta kegiatan yang berhubungan :

' SUB FUNGSI

O

penumpang umum,

/ URAIAN TUGAS OUTPUT | ASPEK JUDUL SOP
EElaksanakan proses pemberian Kartu Pelayanan Pelayanan Pembuatan Kartu
artu  Pengawasan  Angkutan | Pengawasan Pengawasan Angkutan Perkotaan
Perkotaan kepada setiap mobil Angkutan

Perkotaan

Il Identifikasi Langkah

1 | Nama SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan pada Dinas
Perhubungan
2 | Jenis Kegiatan Rutin

3 | Penangung Jawab

a, Produk

Kepala Dinas

b. Kegiatan

Kepala Seksi Angkutan

4 | Ruang lingkup

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Langkah Awal Pemohon menyerahkan persyaratan berupa Kartu Pengawasan Angkutan
Perkotaan yang Lama, fotocopy Buku KEUR (menunjukkan aslinya), fotocopy
STNK (menunjukkan aslinya), dan Izin Trayekkepada Fungsional Umum (FU).

Langkah Utama 1. [ FU menerima permohonan persyaratan dari Pemohon, memeriksa

kelengkapan persyaratan dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala
Seksi Angkutan.

2. | Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan cek terhadap
kelengkapan berkas persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap,
selanjutnya diserahkan kepada Fungsional Umum untuk dibuatkan Kartu
Pengawasan Angkutan Perkotaan (KP) dan apabila tidak lengkap,
dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

3. | Fungsional Umum mengetik dan mencetak Kartu Pengawasan Angkutan

Perkotaan (KP), kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan.

4. | Kepala Seksi Angkutan memeriksa Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan
(KP) apabila sesuai, dibubuhi paraf kemudian diteruskan ke Kepala Bidang
Lalu lintas dan Angkutan untuk ditanda-tangani. Apabila tidak sesuai
dikembaikan kepada Fungsional Umum untuk dibetulkan.

5. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Kartu Pengawasan
Angkutan Perkotaan (KP), apabila disetujui ditandatangani kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Angkutan,apabila tidak sesuai
dikembalikan kepada Kepala Seksi Angkutan untuk disempurnakan.

6. | Kepala Seksi Angkutan memerintahkan Fungsional Umum untuk
menstempel dan meminta Pemohon untuk membayar retribusi Kartu

Pengawasan.

7. | Fungsional Umum menyerahkan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan
(KP) kepada Pemohon.




/

Mutu Baku
Kelengkapan Waktu Output
(1) @) (3)
Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan | 5 menit | Kartu Pengawasan Angkutan
yang .Lama, fotocopy Buku KEUR Perkotaan yang Lama, fotocopy
(menunjukkan aslinya), fotocopy STNK Buku KEUR (menunjukkan aslinya),

(menunjukkan aslinya), dan lzin Trayek
kepada Fungsional Umum (FU)

fotocopy ~ STNK ~ (menunjukkan
aslinya), dan lzin Trayek kepada
Fungsional Umum (FU)

I

Keterangan
o e

I
Jika tidak lengkap
dikembalikan kepada
Pemohon untuk
segera dilengkapi.

Kelengkapan Permohonan dan Persyaratan | 3 menit | Kelengkapan Permohonan  dan | Jika tidak lengkap
Kartu Pengawasan Persyaratan Pembuatan Kartu | dikembalikan kepada
Pengawasan yang telah diperiksa Fungsional Umum
Kartu Pengawasan yang telah diketik dan | 2 menit | Kartu Pengawasan yang telah
dicetak diketik dan dicetak diparaf Kepala
Seksi Angkutan .
Kartu Pengawasan yang telah diketik dan | 2 menit | Kartu Pengawasan yang ditanda
dicetak diparaf Kepala Seksi Angkutan . tangani oleh Kepala Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan.
Kartu Pengawasan yang ditanda tangani | 2 menit | Kartu Pengawasan yang telah

oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan di gandakan, distempel, serta
dicatat dalam buku tanda terima
pembuatan pelayanan angkutan

ditandatangani dalam buku tanda
terima  pembuatan  pelayanan
angkutan oleh pemohon dapat di
serahkan kepada pemohon.




Judul SOP :PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENGAWASAN

Mutu Baku Keterangan
No. Aktivitas .
Kabid Lalin Kasi Fungsional
Waktu Output Ket
&Angkutan Angkutan Umum/FU Pemohon Kelengkapan a tp

1. | Pemohon menyerahkan persyaratan berupa Kartu Pengawasan | 2 menit Persyaratan
Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan Lama, Angkutan Perkotaan
fotocopy Buku KEUR, fotocopy STNKdan Izin l Lama, fotocopy Buku
Trayekkepada Fungsional Umum (FU). KEUR, fotocopy STNK dan

Izin Trayek

2. | FU menerima permohonan persyaratan dari Berkas Persyaratan 3 menit Persyaratan
Pemohon, memeriksa kelengkapan persyaratan
dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala B In
Seksi Angkutan. _

3. | Kepala Seksi Angkutan menerima dan ! Berkas Persyaratan 2 menit | Pencetakkan / print out
melakukan  cek  terhadap kelengkapan _ Kartu Pengawasan
persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, O 4 Angkutan Perkotaan (KP)
selanjutnya diserahkan kepada FU untuk
dibuatkan Kartu Pengawasan Angkutan _

Perkotaan (KP) dan apabila tidak lengkap,
dikembalikan  kepada Pemohon untuk Y
dilengkapi.

4. | FU mengetik dan mencetak Kartu Pengawasan L Disposisi cetakkan. 3 menit | Cetakkan /print outKartu
Angkutan  Perkotaan  (KP), kemudian I Pengawasan  Angkutan
menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan. Perkataan (KP)

T

5. | Kepala Seksi Angkutan memeriksa Kartu _ Cetakkan /print outKartu | 2 menit | Kartu Pengawasan
Pengawasan Angkutan Perkotaan (KP) apabila Pengawasan Angkutan Angkutan _ Perkotaan
sesuai, dibubuhi paraf kemudian diteruskan ke - Perkotaan (KP) (KP)yang n_um_.mm oleh
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk Kepala Seksi Angkutan.
ditanda-tangani. ~ Apabila  tidak  sesuai v
dikembaikan kepada FU untuk dibetulkan.

i | s s
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DIN i
s AS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TENTANG  : PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENGAWASAN ANG

| o KOMPONEN
1; Persyaratan Pelayanan

KUTAN PERKOTAAN

]

URAIAN ]

Syarat - Syarat Perlengkapan Administrasi yang diperlukan untuk pemohon:
1. Fotocopy STNK (dengan menunjukkan aslinya);

2, Fotocopy Buku KEUR (dengan menunjukkan aslinya);

3. Kartu Pengawasan yang lama;

2 Sistem , Mekanisme dan Prosedur

Fungsional

Permohonan

—p

Umum

— | Kasi Angkutan

Fungsional
Umum

Diterbitkan Kartu
Pengawasan

—

Fungslonal
Umum

Kabid Lalin &
Angkutan

Kasi Angkutan

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

1. |Pemohon menyiapkan permohonan Kartu Pengawasan angkutan perkotaan yang
mana kewenangannya telah diserahkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
hal ini Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota, dengan melengkapi segala
persyaratan administrasi menurut ketentuan dan perundang - undangan.

2. |Fungsional Umum menerima persyaratan administrasi dari Pemohon, memeriksa
kelengkapan berkas dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi
Angkutan;
3. |Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan pengecekan ulang terhadap
kelengkapan berkas persyaratan. Apabila telah lengkap, selanjutnya diserahkan
kepada Fungsional Umum untuk dibuatkan rancangan Kartu Pengawasan dan
apabila belum legkap, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi lagi;

4, |Fungsional Umum mengetik dan mencetak Kartu Pengawasan, kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Angkutan;
5. |Kepala Seksi Angkutan memeriksa Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan,
apabila sudah sesuai dibubuhi paraf kemudian diteruskan ke Kepala Bidang
Angkutan. Namun apabila belum sesuai dikembalikan kepada Fungsional Umum
untuk dibetulkan;
6. |Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Kartu Pengawasan
Angkutan Perkotaan, apabila disetujui, Kartu Pengawasan kemudian
ditandatanggani dan bilamana belum akan diserahkan kembali kepada Kepala
Seksi Angkutan untuk disempurnakan;
7. |Kepala Seksi Angkutan memerintahkan Fungsional Umum untuk menstempel
Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan dan mencatatnya pada daftar
penerimaan retribusi Kartu Pengawasan;
. |Pemohon melakukan pembayaran retribusi Kartu Pengawasan Angkutan
Perkotaan sesuai biaya yang ditetapkan kepada Fungsional Umum;
. |Fungsional Umum menyerahkan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan kepada
Pemohon dan mengarsipkan berkas dari pemohon.
: |25 ( dua puluh lima ) menit.
: |tidak di pungut biaya
: |- Kartu Pengawasan
Kotak Saran

Jangka Waktu Penyelesaian
Biaya / Tarif

Produk Pelayanan
Penanganan pengaduan saran

o ||| ®
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DINAS PERHUBUNGAN

Standar Operasi Prosedur (SOP)
Pelayanan Pemberian Izin Insidentil

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

5517/ T3 JLALINJI/2023

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN

Judul SOP PELAYANAN PEMBERIAN IZIN INSIDENTIL

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

3. Keputusan Menteri Perhubungan Momor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4

Peraturan Mentri Pehubungan Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

1. Meng i Keterampil )

5, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )
Keterkaitan
| Peralatan/perlengkapan
Komputer dan Kelengkapannya
Stempel Dinas Perhubungan
Peringatan Persyaratan Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas

Pencatatan dan pendataan




. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta kegiatan yang berhubungan :

SUB FUNGSI / URAIAN TUGAS | OUT PUT ASPEK JUDUL SOP
Melaksanakan proses pemberian | Izin Insidentil Pelayanan Pelayana}n Pembuatan Izin
Izin Insidentil kepada setiap mobil Insidentil.
penumpang umum.
ILIdentifikasi Langkah
1 | Nama Kegiatan Pelayanan Pembuatan Izin Insidentil pada Dinas Perhubungan
2 | Jenis Kegiatan Situasional
3 | Penangung Jawab
a. Produk Kepala Dinas
b. Kegiatan Kepala Seksi Angkutan .
4 | Ruang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Langkah Awal Pemohon mengajukan permohonan pengurusan Izin Insidentil kepada Fungsional

Umum (FU) dengan melengkapi segala persyaratan administrasi antara lain Surat

Permohonan (telah disediakan), Fotocopy KTP pemohon, Fotocopy STNK (dengan

memperlihatkan aslinya), fotocopy Kartu Pengawasan (dengan memperlihatkan

aslinya) dan fotocopy buku keur (dengan memperlihatkan aslinya).
Langkah Utama 1. | FU menerima permohonan persyaratan dari Pemohon, memeriksa
kelengkapan persyaratan, dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi
Angkutan.

2. | Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan cek terhadap kelengkapan
persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada
FU untuk dibuatkan lzin Insidentil dan apabila tidak lengkap, dikembalikan
kepada Pemohon untuk dilengkapi.

3. | FU mengetik dan mencetak Izin Insidentil, kemudian menyerahkan kepada
Kepala Seksi Angkutan.

4. | Kepala Seksi Angkutan memeriksa Izin Insidentil apabila sesuai dibubuhi paraf
kemudian diteruskan Ke Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk
ditanda-tangani. Apabila tidak sesuai dikembaikan kepada FU untuk
dibetulkan.

5. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa lzin Insidentil, apabila
disetujui ditandatangani kemudian diserahkannya kepada Kepala Seksi
Angkutan,apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi Angkutan
untuk disempurnakan,

6. | Kepala Seksi Angkutan memerintahkan FU untuk di gandakan, distempel, serta
dicatat dalam buku tanda terima pembuatan pelayanan angkutan

7. | FU menyerahkan lzin Insidentil kepada Pemohon, minta tanda terima dan
mengarsipkan persyaratan.

8. | Pemohon mengembalikan Izin Insidentil ke Dinas Perhubungan Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan sehari setelah tanggal masa berlaku Izin berakhir.




II. Mutu Baku

serta dicatat dalam buku tanda
terima  pembuatan  pelayanan
angkutan

angkutan oleh pemohon dapat di
serahkan kepada pemohon.

K
elengkapan Waktu Output Keterangan
) @ @) 4
Surat Il.’e.rmohonan (telah diSEdiE.ikan 5 menit Surat Permohonan (telah disediakan Jika tidak
dan diisi oleh pemohon dengan jelas dan diisi oleh pemohon dengan jelas lengkap
dan lengkap), Fotocopy KTP dan lengkap), Fotocopy KTP pemohon, | dikembalikan
pemohon, Fotocopy STNK (dengan Fotocopy STNK (dengan kepada
memperlihatkan aslinya), fotocopy memperlihatkan aslinya), fotocopy | Pemohon untuk
Kartu  Pengawasan  (dengan Kartu Pengawasan (dengan segera
memperlihatkan  aslinya)  dan memperlihatkan aslinya) dan fotocopy dilengkapi.
fotocopy  buku  keur (dengan buku keur (dengan memperlihatkan
memperlihatkan aslinya). aslinya).
Kelengkapan  Permchonan  dan | 3 menit Kelengkapan ~ Permohonan  dan | Jika tidak lengkap
Persyaratan Pembuatan  Izin Persyaratan Pembuatan Izin | dikembalikan
Insidentil Insidentil yang telah diperiksa paoa
Fungsional Umum
Izin Insidentil yang telah diketik 2 menit Izin Insidentil yang telah diketik
diparaf Kepala Seksi Angkutan .
Izin Insidentil yang telah diketik | 2 menit [zin Insidentil yang ditanda tangani
diparaf Kepala Seksi Angkutan . oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan.

Izin Insidentil yang ditanda tangani | 2 menit [zin Insidentil yang ditanda tangani
oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan oleh Kepala Bidang Angkutan
Angkutan.
Izin Insidentil yang ditanda tangani | 2 menit Izin Insidentil yang telah
oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan ditandatangani dalam buku tanda
Angkutan di gandakan, distempel, terima pembuatan pelayanan




IV. Judul SOP :PELAYANAN PEMBUATAN IZIN INSIDENTIL

Mutu Baku Keterangan
No. Aktivitas Kabid Lalin | Kepala Seksi Fungsional | Pemohon Kelengkapan Waktu Output Ket
&Angkutan Angkutan | o /FU
1. | Pemohon mengajukan permohonan Surat Permohonan, | 2 menit Persyaratan
pengurusan lzin Insidentil kepada Fungsional Fotocopy KTP pemohon,
Umum (FU) dengan melengkapi segala Fotocopy‘STNK (dengan
persyaratan administrasi antara lain Surat memperlihatkan
Permohonan (telah disediakan dan diisi oleh - aslinya), fotocopy Kartu
pemohon dengan jelas dan lengkap), Fotocopy Pengawasan  (dengan
KTP pemohon, Fotocopy STNK (dengan memperlihatkan aslinya)
memperlihatkan aslinya), fotocopy Kartu dan fotocopy buku keur
Pengawasan (dengan memperlihatkan aslinya) (dengan
dan  fotocopy buku  keur (dengan mfmpe]rlihatkan
memperlihatkan aslinya). aslinya).
2. | FU menerima permohonan persyaratan dari Persyaratan 3 menit Persyaratan
Pemohon, memeriksa kelengkapan
persyaratan, dan selanjutnya menyerahkan _-_
kepada Kepala Seksi Angkutan. '
3. | Kepala Seksi Angkutan menerima dan T Persyaratan 2 menit Persyaratan
melakukan cek terhadap kelengkapan |
persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, ]
selanjutnya diserahkan kepada FU untuk O ~
dibuatkan Izin Insidentil dan apabila tidak |
lengkap, dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi. Y
1
4. | FU mengetik dan mencetak Izin Insidentil, e Disposisi cetakkan. 3 menit | Cetakkan /print outlzin
kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Insidentil.
Angkutan, ir
5. | Kepala Seksi Angkutan memeriksa Izin ; = . : : ;
Insidentil apabila sesuai dibubuhi paraf —><> “__l :I:s?;;k:gl{pnnt B o e ::lzl:;l '“5;1';1:11; dlg:g:
kemudian diteruskan Ke Kepala Bidang Lalu Angkutan
Lintas dan Angkutan untuk ditanda-tangani. ’

Apabila tidak sesuai dikembaikan kepada FU
untuk dibetulkan.

e I LT e T —
5 IPradul Dalaunman T T




Mutu Baku Kﬂerangan)f___{
Aktivitas : ;
0.
N EbldkMIln Kepalla: Seksi Fungsional | Pemohon Kelengkapan Waktu Output Ket ll
ngkutan Angkutan Umum/FU
6. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan T Izin Insidentil diparai_’ 3 menit | Izin  Insidentil yang
memeriksa Izin Insidentil, apabila disetujui oleh  Kepala  Seksi ditanda tangani  oleh
ditandatangani  kemudian  diserahkannya O Angkutan, Kepala Bidang Lalu
kepada Kepala Seksi Angkutan,apabila tidak Lintas dan Angkutan.
sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi
Angkutan untuk disempurnakan. |
7. | Kepala Seksi Angkutan memerintahkan FU ! Izin Insidentil yang | 2 menit | Disposisi, stempel, dll _{
untuk di gandakan, distempel, serta dicatat ¥ ditanda  tangani oleh
dalam buku tanda terima pembuatan ‘ Kepala Bidang Lalu
pelayanan angkutan Lintas dan Angkutan. |
8. | FU menyerahkan Izin Insidentil kepada Disposisi, stempel, dll 2 menit | Izin Insidentil  yang
Pemohon, minta tanda terima dan sudah distempel, berkas
mengarsipkan persyaratan, =- kelengkapan disimpan.
9. | Pemohon mengembalikan Izin Insidentil ke Izin Insidentil yang Izin  Insidentil yang
Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan sudah distempel, sudah distempel .
Angkutan sehari setelah tanggal masa berlaku ';-
Izin berakhir.




LAMPIRAN : KEPUTUSA
: N KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR

TENTANG

¢ PELAYANAN PEMBUATAN 1ZIN INSIDENTIL,

NO
B

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelayanan

Syarat - Syarat Perlengkapan Administrasi yang diperlukan untuk pemohaon baru

1, Surat Permohonan (telah disediakan);

2. Fotocopy KTP Pemohon;

3, Fotocopy STNK (dengan memperlihatkan yang aslinya);

4. Fotocopy Kartu Pengawasan ( dengan memperlihatkan aslinya);
5. Fotocopy Buku KEUR ( dengan memperlihatkan aslinya).

Sistem , Mekanisme dan Prosedur

Fungsional Kasl Angkutan || Fungsional
Umum Umum

|

Kasi Angkutan

Diterbitkan Surat
Insidentil / P Fungsional | I yasiAngkut i Kepalf Bjdang
Ditolak Umum Ang|

Permohonan  |——

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
Pemohon menyiapkan permohonan Izin Insidentil kepada Fungsioanal Umum
dengan melengkapi segala persyaratan administrasi menurut Kketentuan dan
perundang - undangan;

Fungsional Umum menerima permohonan Persyaratan dari permohon, memeriksa
kelengkapan persyaratan, mencatatnya pada buku kontrol surat masuk, dan
selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan;

Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan cek terhadap kelengkapan
persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada
Fungsional Umum untuk dibuatkan surat Izin Insidentil dan apabila tidak lengkap,|
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
Fungsional Umum mengetik dan mencetak Izin Insidentil, kemudian menyerahkan|
kepada Kepala Seksi Angkutan;
Kepala Seksi Angkutan memeriksa lzin Insidentil Apabila sesuai dibubuhi paraf
kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk ditanda-
tangani. Apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk
dibetulkan;

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa lzin Insidentil, apabila
disetujui ditadatangani kemudian diserahkan Kepada Seksi Angkutan, apabila tidak|
sesual dikembalikan kepada Kepala Seksi Angkutan untuk disempurnakan;

Kepala Seksi Angkutan memerintahkan Fungsional Umum untuk menstempel,
mencatatnya pada buku agenda, dan selanjutnya dilakukan Scanning data untuk
disimpan dikomputer;

Fungsional Umum menyerahkan lzin Insidentil kepada Pemohon, minta tanda
terima dan mengarsipkan persyaratan;

Pemohon mengembalikan lzin lsidentil ke Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan sehari setelah tanggal masa berlaku izin berakhir.

Jangka Waktu Pelayanan

25 ( Dua puluh lima ) menit.

Biaya / Tarif

Tanpa di pungut biaya.

Produk Pelayanan

Izin Insidentil

=4l ol o

Penanganan pengaduan, saran,dan

masukan

Kotak Saran ) mm&

'\‘40\
Ditetapkan anjung Pati
Pada tanggal 2023

H Kabupaten .aPquh Kota

0606 200003 1 006



DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasi Prosedur (SOP)

Pelayanan Pemberian Rekomendasi Mutasi Warna TNKB

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

Nomor SOP 5517/ 3 4 /LALIN/1/2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi e

Tanggal Efektif oW Ay

Disahkan oleh //Q " KEPA n;mspsnuununmu
/

LI?PULUH KOTA

90606 200003 1 006

Judul SOP

PE]..AYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI MUTASI

WARNA TNKB

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, 1. Menguasai Keterampilan Komputer
2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 2. Menguasai bidang Transportasi
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
4 Peraturan Mentri Pehubungan Republik indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur { SOP )
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Komputer dan Kelengkapannya
Stempel Dinas Perhubungan
Persyaratan Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas




| i .
dentifiKepala Seksi sop berdasarkan Tugas dan Fungsi serta kegiatan yang

berhubungan :

SUB FUNGSI
/ URAIAN TUGAS OUT PUT ASPEK JUDUL SOP
Melaksanakap pros?s pemberian | Rekomendasi Pelayana | Pelayanan Pemberian
Rekomendasi Mutasi TNKB kepada | Mutasi TNKB | n Rekomendasi Mutasi TNKB.
setiap mobil orang dan barang.

IL. IdentifiKepala Seksi Langkah

1 | Nama SOP Pelayanan Pemberian Rekomendasi Mutasi TNKB pada Dinas Perhubungan
2 | Jenis Kegiatan Rutin
3 | Penangung Jawab
a. Produk Kepala Dinas
b. Kegiatan Kepala Seksi Angkutan.
4 | Ruang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Langkah Awal Pemohon menyerahkan persyaratan berupa, fotocopy STNK (dengan
menunjukkan aslinya), fotocopy BPKB (dengan menunjukkan aslinya), fotocopy
Buku Keur(dengan menunjukkan asli), fotocopy KTP/SIM Pemohon (dengan
menunjukkan asli) untuk mobil angkutan barang dan penambahan berkas
berupa Surat Permohonan dari Perusahaan, fotocopy Kartu Pengawasan
terakhir, surat pelepasan/penggabungan dari Perusahaan bagi mobil angkutan
orang.
Langkah Utama : | 1. | Fungsional Umum menerima permohonan persyaratan dari Pemohon,
memeriksa kelengkapan persyaratan dan selanjutnya menyerahkan kepada
Kepala Seksi Angkutan.

2. | Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan cek terhadap
kelengkapan persyaratan berkas. Apabila telah dinyatakan lengkap,
selanjutnya diserahkan kepada Fungsional Umum untuk dibuatkan
Rekomendasi Mutasi TNKB dan apabila tidak lengkap, dikembalikan kepada
Pemohon untuk dilengkapi.

3. | Fungsional Umum mengetik dan mencetak Surat Rekomendasi Mutasi
TNKB, kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan.

4. | Kepala Seksi Angkutan memeriksa Surat Rekomendasi Mutasi TNKB apabila
sesuai dibubuhi paraf kemudian diteruskan Ke Kepala Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan untuk ditanda-tangani. Apabila tidak sesuai dikembaikan
kepada Fungsional Umum untuk dibetulkan.

5. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Rekomendasi Mutasi
TNKB, apabila disetujui ditandatangani kemudian menyerahkannya kepada
Kepala Seksi Angkutan,apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Kepala
Seksi Angkutan rang untuk disempurnakan,

6. | Kepala Seksi Angkutan memerintahkan  Fungsional Umum untuk
menstempel Surat Rekomendasi Mutasi TNKB

7. | Fungsional Umum melakukan stempel menyerahkan 1 rangkap kepada
Pemohon, minta tanda terima dan mengarsipkan 1 (satu) rangkap surat
Rekomendasi beserta berkas dari Pemohon.

[II. Mutu Baku
Kelengkapan Waktu Qutput Keteraugan“
(1) @ (3 &
| Fotocopy STNK (dengan menunjukkan 5 menit Fotocopy STNK (dengan menunjukkan ]1Ika tidak_ lengkap
aslinya), fotocopy BPKB (dengan aslinya), fotocopy BPKB (dengan | dikembalikan
menunjukkan aslinya), fotocopy Buku menunjukkan aslinya), fotocopy BuLFu kepada Pemohon
Keur(dengan Eﬂnlju_kkan asli), Keur(dengan  menunjukkan  asli), | untuk segera




—

Kendaraan Bermotor yang ditanda
tangani oleh Kepala Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan di gandakan, distempel,
serta dicatat dalam buku tanda terima
pembuatan pelayanan angkutan

Kelengkapan Waktu Output Keterangan
(1

fotocopy KTP/SIM Pemohon (denga - © i
ey, asll): ik mgb:; fotocop‘.y KTP/SIM Pemohon (dengan | dilengkapi.
sngltsn B e enambﬁ menunjukkan  asli) untuk  mobil

berkas berupa Surat Per'mpoho | an‘ am bieg 49 PLEREEC

nan dari berkas berupa Surat Permohonan dari

Perusahaan,  fotocopy Kartu Perusahaan,  fotocopy Kartu

Pengawasan terakhir, surat Pengawasan terakhir, surat
pelepasan/penggabungan dari pelepasan/penggabungan dari

Perusahaan bagi mobil angkutan Perusahaan bagi mobil angkutan orang.

orang.

Kelengkapan Permohonan dan 3 menit Kelengkapan Permohonan dan | Jika tidak lengkap
Persyaratan Rekomendasi Mutasi Persyaratan Pembuatan Rekomendasi dikembalikan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mutasi Tanda Nomor Kendaraan kepad_a

Bermotor yang telah diperiksa Fungslenal Pmum

Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor 2 menit Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor  yang telah Kendaraan Bermotor  yang telah

diketik dan dicetak diketik dan dicetak diparaf Kepala

Seksi Angkutan .

Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor 2 menit Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor  yang telah Kendaraan Bermotor yang ditanda

diketik dan dicetak diparaf Kepala tangani oleh Kepala Bidang Lalu Lintas

Seksi Angkutan . dan Angkutan.

Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor 3 menit Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor  yang telah
ditandatangani dalam buku tanda
terima pembuatan pelayanan angkutan
oleh pemohon dapat di serahkan
kepada pemohon.

lel
Au



Keterangan

Kabid Lalin
& Angkutan

Kasi
Angkutan

Fungsional
Umum/FU

Pemohon

Kelengkapan

Waktu

Output

| Mengajukan

permohonan  dan  melengkapi
| persyarataan dengan menyerahkan fotocopy KTP
| pemohon, fotocopy STNK, fotocopy Buku KEUR ,
| fotocopy BPKB bagi angkutan barang dan
| tambahan surat permohonan dari perusahaan,
! fotocopy  Kartu  Pengawasan dan  Surat

pelepasan/penggabungan dari Perusahaan bagi
! angkutan orang kepada Fungsional Umum.

Persyaratan

1 menit

Persyaratan j

2.

|
| Fungsional Umum menerima berkas persyaratan

| dari Pemohon, memeriksa kelengkapan
persyaratan, dan selanjutnya menyerahkan
kepada Kepala Seksi Angkutan.

v
l

Persyaratan

1 menit

3 menit

Persyaratan

Pencetakkan / print

Menerima dan melakukan cek terhadap
kelengkapan persyaratan, Apabila telah dinyatakan
lengkap, selanjutnya  diserahkan  kepada
Fungsional Umum untuk dibuatkan Rekomendasi
Mutasi TNKB dan apabila tidak lengkap
dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk
dikembalikan lagi pada Pemohon untuk dilengkapi

Persyaratan

out Surat
Rekomendasi Mutasi
TNKB

Disposisi cetakkan.

3 menit

Cetakkan / print out

tangani.Apabila tidak sesuai dikembaikan kepada
Fungsional Umum untuk di betulkan.

Fungsional Umum mengetik dan mencetak Surat

Rekomendasi Mutasi TNKB, kemudian - Surat Rekomendasi
menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan. Mutasi TNKB

Kepala Seksi Angkutan Orang Memeriksa Surat Pencetakkan / print | 2 menit | Surat Rekomendasi
Rekomendasi Mutasi TNKB apabila sesuai out Surat yang diparaf oleh
| dibubuhi paraf kemudian diteruskan Ke Kepala Rekomendasi Kepala Seksi
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk ditanda- Mutasi TNKB Angkutan.




T

Kepala Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan | .

-
i Surat Rekomendasi | 2 menit | Surat Rekomendasi '
| memeriksa . Sure_lt. Rekomendasi Mutasi TNKB yang diparaf oleh yang ditanda tangani
|| apabila  disetujui ditandatangani kemudian Kepala Seksi oleh Kepala Bidang
| menyerahka_mnya kepada Kepala Seksi Angkutan Angkutan, Lalu Lintas dan
| Orang,apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Angkutan.
Kepala Seksi Angkutan untuk disempurnakan,
7. | Kepala  Seksi  Angkutan memerintahkan Surat Rekomendasi | 1 menit | Surat Rekomendasi
Fungsioanl Umum untuk menstempel Surat yang ditanda yangsudah distempel
Rekomendasi Mutasi TNKB tangani oleh Kepala ;
- Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan.
8. | Fungsional Umum Menstempel SuratRekomendasi Surat Rekomendasi | 1 menit | Surat Rekomendasi [
Mutasi TNKB yangsudah vangsudah distempel '
distempel . : \
9. | Fungsional Umum menyerahkan 1 (satu) rangkap Rekomendasi 1 menit 1
Rekomendasi kepada Pemohon dan mengarsipkan Mutasi TNKByang
salinan surat Rekomendasi dan berkas dari 1 -
' pemohon.

sudah distempel.




/

MPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
OMOR :
TENTANG  :PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI MUTASI WARNA TNKB
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan Pelayanan Syarat - Syarat Perlengkapan Administrasi yang diperlukan untuk pemohon:
1. Fotocopy KTP Pemohon (dengan menunjukkan aslinya);
2. Fotocopy STNK (dengan menunjukkan aslinya);
3. Fotocopy Bulku KEUR (dengan menunjukkan aslinya);
4, Fotocopy BPKB (dengan menunjukkan aslinya);
5. Surat Permohonan dari Perusahaan (untuk angkutan orang); an Orar
6. Fotocopy Kartu Pengawasan terakhir (untuk angkutan orang); =i ]
7. Surat Pelepasan/Penggabungan dari Perusahaan (untuk angkutan orang). -—:
2. Sistem , Mekanisme dan Prosedur -
Permohonan Fungsional || Kasi Angkutan Fpsionsl |
Umum Umum
Diterbitkan Kartu Fungsional Kabid Lalin & .
Pengawasan Umum Angkutan i Wik ]
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN .
1. |Pemohon membawa dan melengkapi segala persyaratan administrasi pembuatan _—
Rekomendasi Mutasi warna TNKB menurut ketentuan dan perundang - undangan.
2. |Fungsional Umum menerima persyaratan administrasi dari Pemohon, memerikas
kelengkapan berkas dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan;
3. |Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan pengecekan ulang terhadap
kelengkapan berkas persyaratan. Apabila telah lengkap, selanjutnya diserahkan kepada
Fungsional Umum untuk dibuatkan rancangan Rekomendasi Mutasi warna TNKB dan
apabila belum legkap, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi lagi;
4. |Fungsional Umum mengetik dan mencetak Rekomendasi Mutasi warna TNKB, kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Angkutan;
5. |Kepala Seksi Angkutan Orang memeriksa Surat Rekomendasi, apabila sudah sesuai kuany
dibubuhi paraf kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan. Namun L
apabila belum sesuai dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk dibetulkan;
6. |Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Surat Rekomendasi, apabila disetujui, —
Rekomendasi kemudian ditandatanggani dan bilamana belum akan diserahkan kembali
kepada Kepala Seksi Angkutan untuk disempurnakan;
7. |Kepala Seksi Angkutan memerintahkan Fungsional Umum untuk menstempel Surat]
Rekomendasi;
9. |Fungsional Umum menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon dan mengarsipkan
berkas dari pemohon.
3 Jangka Waktu Penyelesaian 15 ( Lima belas ) menit.
4. Biaya / Tarif Tanpa dipungut biaya
5. Produk Pelayanan - Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor Kendaraan Plat Kuning Ke Hitam
- Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor Kendaraan Plat Hitam Ke Kuning
- Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor Kendaraan Plat Kuning Ke Kuning
6. Penanganan pengaduan saran Kotak Saran




Nomor SOP 551.7/ 218 JLALIN AKT-LK/2023
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 20089 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Mampu mengatur dan mengamankan Lalu Lintas

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan 1. Sempritan
2. Handy Talkie

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas




1, \dentifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Kegiatan yang berhubungan :

[ SUB FUNGSI/ URAIAN TUGAS OUTPUT ASPEK JUDUL SOP

Melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas Laporan Kegiatan Operasional PENGAMANAN LALU LINTAS

Il. IDENTIFIKASI LANGKAH

1.{Nama SOP . |Pengamanan Lalu Lintas
2.[Jenis Kegiatan . |Rutin
3.|Penanggung jawab
a. Produk . |Kepala Dinas
b. Kegiatan . |Kepala Seksi Lalu Lintas
4.|Ruang lingkup . |Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota
Langkah Awal Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melaksanakan

Pengamanan Lalu Lintas di ruas jalan, di persimpangan dan pusat-pusat keramaian yang dirasa sangat rawan
kecelakaan dan Pengendalian dan Pengaturan Perparkiran pada pusat - pusat kegiatan/ keramaian yang

Langkah Utama

Kepala Seksi Lalu Lintas melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas dan Pengendalian Parkir, dengan
sebelumnya memberikan arahan dan petunjuk teknis tentang kegiatan yang dimaksud, dan menentukan
nama —nama Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) serta Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk melaksanakan tugas
Pengamanan Lalu Lintas dan perparkiran di tempat-tempat keramaian serta di ruas jalan, di persimpangan
yang dirasa sangat rawan kecelakaan dan Pengendalian pada pusat — pusat kegiatan/ keramaian yang
nantinya akan dituangkan didalam Surat Perintah Tugas {(SPT) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas
- Bagi PNS/ASN PHL harus menguasai 12 gerakan dasar pengaturan lalu lintas
- Bagi PNS/ASN PHL harus menguasai keadaan yang ada dilapangan
- Bagi PHL yang ditunjuk, telah lama bertugas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, dan memahami tugas
pokok dan fungsinya berdasarkan perjanjian kontrak kerjanya.
- PNS diBidang Lalu Lintas dan Angkutan lainnya yang cakap untuk itu.
- Cakap dan memahami pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang — undangan yang berlaku
khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Personil PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas
(SPT), Langsung menuju ke tempat yang telah ditugas Pengamanan Lalu Lintas pada titik keramaian
berdasarkan waktu dan tempat/lokasi yang telah ditentukan berdasarkan SPT.

Petugas berada di lokasi strategis pengawasan, sehingga dapat memantau keadaan disekitar lokasi
pelaksanaan tugas.

Selama melaksanakan tugas, Personil yang telah ditunjuk, wajib menjalankan tugas dibawah petunjuk dan
arahan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan Kepala Seksi Lalu Lintas, melaporkan perkembangan
kegiatan yang sedang berlangsung.

PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk berdasarkan SPT harus membuat laporan
setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format laporan yang sudah tersedia.

Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh personil PNS dan PHL selama waktu melaksanakan
tugas berdasarkan SPT, maka Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota bertindak selaku
penanggung jawab.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melalui Kepala Seksi Lalu Lintas membuat laporan tentang hasil

pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas secara berkala kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima
Puluh Kota.




Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 5
Instruksi Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Arahan dan petunjuk lisan tentang
untuk melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas pada titik 15 menit gambaran awal pelaksanaan
lokasi sekolah dan persimpangan kegiatan
Penunjukan petugas pengamanan Lalu Lintas 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas

Selama Kegiatan

Keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas

Laporan tertulis sesuai format yang

Laporan dari petugas lapangan 1 hari disediakan
Lembar laporan dikumpulkan untuk direkap 15 menit Rekap laporan petugas
Laporan kegiatan menyeluruh 1 jam Dokumen laporan: Kegitan yang

sudah ditanda tangani.




Pelaksanaan

Mutu Baku

tangani.

yang sudah ditanda tangani.

i i Petugas
Aktivitas K_apala ?Tlia Pengamanan Kelengkapan Waktu Output Ket
Eitiang ksl | LaluLintas
Instruksi Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan untuk - Arahan dan petunjuk lisan Arahan dan petunjuk lisan
melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas pada titik lokasi sekolah tentang pelaksanaan 15 menit  ltentang gambaran awal
dan persimpangan kegiatan pelaksanaan kegiatan
| t Perintah Tugas .
Penunjukan petugas pengamanan Lalu Lintas _- {Ssu;:r:r) =0 9 30 menit  |Surat Perintah Tugas (SPT)
) Handy Talkie dan Selama  [Keselamatan, ketertiban dan
Pelaksansan Pengamanan Laly Lintas Sempritan Kegiatan _ [kelancaran lalu lintas
) : Laporan tertulis sesuai format
Laporan dari petugas lapangan Format laporan 1 hari yang disediakan
Lembar laporan dikumpulkan untuk direkap —f_ Rekap laporan petugas 15 menit  |Rekap laporan petugas
Dokumen laporan kegiatan .
Laporan kegiatan menyeluruh ﬁ yang sudah ditanda 1jam Dokumen laporan kegiatan




551.7/ 2P [LALIN AKT-LK/2023

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

| Tanggal Revisi

Tanggal Efekiif
Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN iy A
Judul SOP Survey Kebu\uh.laMelengkapan Jalan

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
intahan antara P i W F

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 t g P ian Urusan P
daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2013 nomer 193, Tambahan Lemb Negara Republik Ind ia Nomor 5486);

4. Peraturan Menteri Py bungan Republik Ind ia Nomor 13mhun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Norrlur PM 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

ia Nomor PM 67 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Paraturan Menteri

Py Menteri Perhubungan Republik Ind
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 82 tahun 2018t g Alat Pengendali dan Peng; Pengguna
Jalan;
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomeor 15);
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer dan Kelengkapannya

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan
2. Stempel Dinas Perhubungan

3. Persyaratan Administrasi sesual Ketentuan yang bertaku
4. Kelengkapan Survey

Pencatatan dan pendataan

Peringatan
Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas




...l. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Keglatan yang berhubungan :

| SUB FUNGSI/ URAIAN TUGAS ouTPUT ASPEK JUDUL SOP KET
Melaksanakan Survey Kebutuhan Alat Laporan Operasional Survey Kebutuhan Alat
Kelengkapan Jalan Kelengkapan Jalan
Il. IDENTIFIKASI LANGKAH
1|[Nama SOP! Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan
2 |]enis Kegiatan Survey
3 |Penanggung
a. Produk . |Kepala Dinas Perhubungan
b. Kegiatan . |Kepala Seksi Lalu Lintas
4|Ruang lingkup | |Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota
Langkah Awal 1. |Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan kepada Kepala Seksi Lalu Lintas untuk

melaksanakan kegiatan Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan di wilayah kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Langkah Utama | 1. |Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melakukan
2. |Kepala SeksiLalu Lintas menunjuk beberapa orang staf yang akan bertugas sebagai surveyor dan
membuat Surat Perintah Tugas

3. |Kepala Seksi Lalu Lintas beserta staf melaksanakan briefing bersama dengan tenaga Surveyor,
menjelaskan mengenai tahapan dan metode Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan

4. |Tim Surveyor melaksanakan kegiatan survey berdasarkan Surat Perintah yang sudah dibuat

5. |Melakukan rekapan hasil kegiatan Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan

6. |Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Lalu Lintas

7. |Kepala Seksi Lalu Lintas menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dan
Angkutan




Kelengkapan Jalan

sudah di tanda tangani

Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 D

Instruksi Kabid Lalu Lintas dan Angkutan kepada Seksi Arahan dan petunjuk lisan
Lalu Lintas untuk melaksanakan Survey Kebutuhan Alat 30 menit tentang gambaran awal
Kelengkapan Jalan elaksanaan kegiatan
Kepala Seksi Lalu Lintas menunjuk berberapa orang Staf
sebagai petugas Surveyor 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)
Kepala seksi Lalu Lintas melakukan briefing dan 2 Pemahaman mengenai tahapan
menjelaskan tahapan dan metode survey Jam dan metode pelaksanaan survey

: " Identifikasi Kebutuhan Alat
Tim Surveyor melaksanakan kegiatan Survey Kebutuhan Sl Jaiia Kelengkapan Jalan yang
Alat Kelengkapan Jalan :

dibutuhkan

Laporan Hasil Kegiatan Survey Kebutuhan Alat 1 Hari Dokumen Laporan kegiatan yang




No

pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas Ke
pala Kepala Staf Kelengkapan Waktu
; Bidang | Seksi grapa Output Ket
Kepala Bldar?g Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Arahan dan petunjuk
Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melakukan Survey Kebutuhan lisan tentang 30 Menit  (Gambaran awal kegiatan
Alat Kelengkapan Jalan.

Kepala Seksi Lalu Lintas menunjuk beberapa orang staf yang

akan bertugas sebagai surveyor dan membuat Surat Perintah
Tugas

Surat Perintah Tugas
(SPT)

15 menit

Surat Perintah Tugas (SPT)

Kepala Seksi Lalu Lintas beserta staf melaksanakan briefing
bersama dengan tenaga surveyor, menjelaskan mengenai
tahapan dan metode Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan
Jalan

< ==
B

Pengarahan dan instruksi
mengenai tahapan dan
metode survey

2 jam

Pemahaman mengenai
tahapan dan metode
pelaksanaan survey

Tim surveyor melaksanakan kegiatan survey berdasarkan Surat
Perintah yang sudah dibuat

Petugas Surveyor dan
Alat penunjang kegiatan
Survey

Sesuai
Jadwal

Terlaksananya kegiatan
survey kebutuhan alat
kelengkapan jalan

Melakukan rekapan hasil kegiatan Survey Kebutuhan Alat
Kelengkapan Jalan

Data Hasil Survey
kebutuhan alat
kelengkapan jalan

1 jam

Rekapan hasil Survey
Kebutuhan Alat Kelengkapan
Jalan

Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Survey
Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Lalu Lintas

Format laporan

1 jam

Hasil pelaksanaan kegiatan

Kepala seksi lalu lintas menyampaikan laporan tersebut kepada
Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

Laporan Hasil
pekasanaan kegiatan

survey

30 menit

Laporan yang telah
ditandatangani oleh Kabid
Lalin dan Angkutan dan Kasi
Lalu Lintas.

008




DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasi Prosedur (SOP)
Pelaksanaan Survey Load Factor (Faktor Muat) Penumpang Angkutan Umum / Angkutan Orang

|Nomor SOP 15517/ 36 /LALIN/I/2023 \
| Pembuatan AT L |
I Revisi | \
| Efektif | |
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN
\ Judul SOP SURVEY LOAD FACTOR \
Dasar Hukum [Kualifikasi pelaksana |
L Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Menguasai Keterampilan Komputer
2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Anglutan Jalan;
i Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ang) Orang
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ped Peny , Standar Operasional Prosedur|
(SOP).
Keterkaitan \ \
|Peralatan/perlengkapan _'I
Komputer dan Kelengkapanny
Stempel Dinas Perhubungan
Peringatan Persyaratan Administrasi sesual ketentuan yang berlaku
ika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas l" lengkapan Survey

|
|




L

Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan fungsi serta kegiatan yang berhubungan :

Factor (Faktor Muat) Penumpang

Angkutan Umum / Angkutan
Orang

SUB FUNGSI
B OuT PUT ASPEK JUDUL SOP
/ URAIAN TUGAS
Melaksanakan ~ Survey  Load Survey Load Factor Rekomendasi Melaksanakan Survey Load Factor

(Faktor Muat) Penumpang Angkutan
Umum / Angkutan Orang




Il Identifikasi Langkah

1 | Nama Melaksanakan Survey Load Factor (Faktor Muat) Penumpang Angkutan Umum / Angkutan Orang
2 Jenis Kegiatan Rutin
3 Penangung jawab

a. Produk Kepala Dinas

b. Kegiatan Kepala Seksi Angkutan

4 Ruang lingkup

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Langkah Awal

3. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani SPT, lalu diserahkan kembali kepada Kepala Bidang

5. Kepala Seksi Angkutan menugaskan petugas survey untuk meninjau lokasi survey dan menyiapkan ATK, blangko survey, plang tanda

Kepala Seksi Angkutan menganalisa dan menelaah perlu diadakannya Survey Load Factor, dan kemudian mengusulkan kepada Kepala |
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang Angkutan memerintahkan untuk menyusun Surat Perintah Tugas kepada Kepala Seksi lalu dimintai persetujuan kepada
Kepala Dinas

Kepala Bidang menyerahkan dan memerintahkan Kasi Angkutan untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan survei

survey dan administratif lainnnya

Petugas survey untuk meninjau lokasi survey dan menyiapkan ATK, blangko survey, plang tanda survey dan administrasi lainnnya

Langkah Utama

Petugas survei mendapatkan pengarahan pada saat memulai survei dan mendengarkan pengarahan dari ketua Pelaksana Survei

Koordinator lapangan mengarahkan Petugas Survei untuk memberhentikan dan mencatat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB),

asal dan tujuan kendaraan, nama perusahaan, jam kedatangan pada titik lokasi survei pada setiap kendaraan angkutan Umum
(AKAP,AKDP, dan Angkot) serta menghitung penumpang kendaraan yang terangkut.

Petugas Survei untuk memberhentikan dan mencatat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), asal dan tujuan kendaraan, nama

perusahaan, jam kedatangan pada titik lokasi survei pada setiap kendaraan angkutan Umum (AKAP,AKDP, dan Angkot) serta
menghitung penumpang kendaraan yang terangkut.




Setelah survei selesai dilaksanakan hasil survey ditandatangani oleh petugas survei yang bertanggung jawab pada jadwal dan titik |
lokasi survei, selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pengolah Hasil Survei

6 | Petugas Pengolah Hasil Survei menerima, merekap, mengolah dan mengetik hasil survei untuk dihitung rata — rata harian
penumpang terangkutnya

7 | Hasil survei yang telah dihitung diserahkan kepada Kepala Seksi Angkutan untuk diteliti dan melaporkan hasil survei kepada Kepala
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

8. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menganalisa dan memeriksa hasil survei untuk dilaporkan dan diparaf Sekretaris dan
ditandatangani Kepala Dinas |

9. | Sekretaris menyetujui dan memaraf Laporan, dan diserahkan kepada Kepala Dinas

10. | Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani hasil Survei dan memerintahkan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk
membukukan hasil survei

11. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Kasi Angkutan untuk mebuat laporan hasil survey dalam bentuk buku

12. | Kepala Seksi Angkutan Menyusun dan membukukan Laporan Hasil Survey, dan diserahkan kepada Kabid Lalin dan Angkutan untuk
dilaporkan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas
Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Survei, kemudian diserahkan kembali kepada Kabid Lalin dan
Angkutan

13. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyerahkan kepada Kasi Angkutan untuk diperbanyak

14.

Kasi Angkutan memerintahkan petugas survey memperbanyak laporan dan memberikan buku laporan hasil survey Kepada unsur
Pimpinan




" IIl. Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output Keterangan
(1) 2) (3) 4)
Jadwal tugas yang berisi pembagian tugas petugas survei 1 hari Jadwal tugas yang berisi pembagian tugas petugas survei
yang telah ditandatangani
Surat Perintah Tugas yang berisikan nama, tempat, dan waktu | 1 hari Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani dan di
pelaksanaan survei stempel Dinas Perhubungan
ATK, Blangko Survei, Plang Survei, dan administrasi survei | 1 hari

lainnya

ATK, Blangko Survei, Plang Survei, dan administrasi survei
lainnya




TN W WS

Kegiatan : Survey Load Factor

BAGAN SOP
Pelaksana Mutu Baku
Kabid i Sopir ‘
Lalin & G AKAP/ i
No Aktivitas Kepala Angkutan Angimb Petugas | AKDP/ |
Dinas / Ketua R SR Survei Angkot Relugaagi Wakto i ‘ e
pelaksana Hasil- |
Survey Survei
| Kepala Seksi Angkutan menganalisa dan Persaratan 5 Menit Disposisi ]i
menelaah perlu diadakannya Survey Load Administrasi '.
Factor, dan kemudian mengusulkan |
kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan
2 Kepala Bidang Angkutan memerintahkan Persaratan 30 SPT
untuk menyusun Surat Perintah Tugas Administrasi menit
kepala Kepala Seksi lalu dimintai :
persetujuan kepada Kepala Dinas dan
Sekretaris
3 Kepala Dinas dan Sekretaris menyetujui SPT 5 Menit | SPT yang telah
dan menadatangani SPT, lalu diserahkan - disetujui
kembali kepada Kepala Bidang
4 Kepala Bidang menyerahkan dan SPT 5 Menit | SPT yang telah




|

Tmemerintahkan Kasi Angkutan untuk
melakukan persiapan dan pelaksanaan

survei

disetujui

| Kepala Seksi  Angkutan menugaskan
petugas survey untuk meninjau lokasi
survey dan menyiapkan ATK, blangko
survey, plang tanda survey dan

administratif lainnnya

Bahan
Administrasi
survey / Bahan
kelengkapan

14 hari

Petugas survey untuk meninjau lokasi
survey dan menyiapkan ATK, blangko
survey, plang tanda survey dan
administratif lainnnya. Petugas survei
mendapatkan pengarahan pada saat
memulai survei dan mendengarkan
pengarahan dari  ketua Pelaksana
Survei dan  Koordinator lapangan
untuk meberhentikan kendaraan untuk

di periksa jumlah penumpang

A 4

Petugas Survei meberhentikan
kendaraan angkutan AKAP / AKDP /
 Angkot serta Petugas Lapangan
mendokumentasikan kegiatan Survei

Load Factor

v

10.

Setelah survei selesai dilaksanakan
hasil survey ditandatangani oleh
petugas survei yang bertanggung

*




I1.

jawab pada jadwal dan titik lokasi
survel, selanjutnya diserahkan kepada

Petugas Pengolah Hasil Survej

Petugas Pengolah Hasil  Survej
menerima, merekap, mengolah dan
mengetik hasil survei untuk dihitung

rata  — rata harian penumpang
terangkutnya

F'y

12.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menganalisa dan memeriksa
hasil survei untuk dilaporkan dan
diparaf Sekretaris dan ditandatangani
Kepala Dinas

13.

Sekretaris menyetuyjui dan memaraf
Laporan, dan diserahkan kepada Kepala

Dinas

I

14.

Kepala Dinas  menyetujui  dan
menandatangani  hasil  Survei dan
memerintahkan Kepala Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan untuk

membukukan hasil survei

15.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan ~ memerintahkan Kasi
Angkutan untuk mebuat laporan hasil
survey dalam bentuk buku

16.

Kepala Seksi Angkutan Menyusun dan

&




membukukan Laporan Hasil Survey,
dan diserahkan kepada Kabid Lalin
dan Angkutan untuk dilaporkan
kepada Sekretaris dan Kepala Dinas

Kepala Dinas menyetujui  dan
menandatangani Laporan Hasil Survei,
kemudian diserahkan kembali kepada
Kabid Lalin dan Angkutan

[y

18. | Kepala Bidang Lalu Lipntas dan
Angkutan menyerahkan kepada Kasi b
Angkutan untuk diperbanyak

19. | Kasi  Angkutan = memerintahkan

petugas survey memperbanyak laporan
dan memberikan buku laporan hasil

survey Kepada unsur Pimpinan
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